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ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan zaman, metode yang digunakan pelaku usaha 

untuk mempromosikan dan memperkenalnya produknya semakin berkembang. 

Salah satu metode yang dilakukan pelaku usaha ialah dengan pengiklanan. Bentuk 

pengiklanan yang dilakukan pelaku usahapun berbagai macam, mulai dari media 

elektronik, media massa, radio hingga sekarang yang sering di temui yaitu 

penggunaan media privat milik peorangan dengan cara pemasangan merek 

produk. Akan tetapi, tujuan pelaku usaha menggunakan metode pengiklanan 

tersebut  terindikasi untuk menghindari pembayaran pajak daerah. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap ketentuan 

positif perpajakan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif adalah metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti seluruh ketentuan perpajakan 

mengenai Pajak Daerah dan KUH Perdata. Pendekatan yang dilakukan yaitu 

pendekatan konseptual terhadap Hukum perjanjian antara pelaku usaha dan 

pemilik media privat, konsep perpajakan. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengkajian dan penelusuran melalui 

pengumpulan data serta melakukan studi kepustakaan dan wawancara terhadap 

pemilik media privat yang melakukan perjanjian terselubung dengan pelaku 

usaha. 

Kewajiban yang paling utama dalam pemasangan iklan berdasarkan pasal 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi ialah pembayaran Pajak Daerah. Keabsahaan perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak terkait dengan tindakan periklanan terselubung dengan cara 

pemasangan merek produk pada media milik privat/perorangan dinilai 

berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih lanjut pada Pasal 1335 Jo 1337 KUH 

Perdata menjelaskan bahwa suatu sebab yang halal harus tidak bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian 

perjanjian antara pelaku usaha dan pemilik media privat tidak sah dan batal demi 

hukum.  
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 In line with epoch developments, methods used by businessmen to promote 

and present their products are in increasingly expansion. One of methods used by 

businessmen is advertising. Even advertising by businessmen takes the varying 

forms, such as electronic media, mass media, radio, and private media being in 

frequently use until now by turning brand on the product. However, the aim of 

advertising using a certain method by businessmen indicates their efforts to avoid 

the payment of local tax. 

 This study is using normative juridical method on positive stipulations of 

taxation in Indonesia. Normative juridical research is a legal research method used 

to examine the entire stipulation of taxation concerning Local Tax and Civil Code. 

Approach use is conceptual approach to the law of contract between businessman 

and private media owner, the concept of taxation. The techniques of data collection 

used are examination, investigation, literature studies, and interviews with private 

media owners who enter into closed contracts with businessmen. 

 The most prominent obligation in advertising based on Article 2 clause (2) 

of Law No. 28/2009 concerning Local Tax and Retribution is Payment of Local 

Tax. The validity of contract entered into by parties in relation to closed adverting 

act by turning product brand on individual/private media is appraised based on 

Article 1320 of Civil Code. Furthermore, Article 1335 connected with 1337 of Civil 

Code clarified that a legal cause must be not in contradiction to law, morality, and 

public correct conduct. Thus, any agreement between businessman and private 

media owner is illegal and null and void after the law. 
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